
BAB II 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hal Baru dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pembinaan bidang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua 

instansi terkait (stakeholders) sebagai berikut: 

1) Urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang 

bertanggung jawab di bidang Jalan; 

2) Urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana 

dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 

3) Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang 

industri; 

4) Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang 

teknologi; dan 

5) Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan 

Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan 

Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 
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Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas 

dan tanggung jawab setiap pembina bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan 

efisien, serta dapat dipertanggxmgjawabkan. 

Terhadap hal-hal yang bersifat teknis operasional, yang semula dalam 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya, dalam 

Undang-Undang ini telah diatur secara tegas dan terperinci dengan maksud 

agar ada kepastian hukum dalam pengaturannya sehingga tidak memerlukan 

lagi banyak peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya. 

Penajaman formulasi mengenai asas dan tujuan dalam Undang-Undang 

ini, selain untuk menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, 

selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain, juga 

mempimyai tujuan untuk mendorong perekonomian nasional, mewujudkan 

kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjimjimg 

tinggi martabat bangsa. Aspek keamanan juga mendapatkan perhatian yang 

ditekankan dalam pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, di 

dalam Undang-Undang ini juga ditekankan terwujudnya etika berlalu lintas dan 

budaya bangsa (just culture) melalui upaya pembinaan, pemberian bimbingan, 

dan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta dilaksanakan melalui 

program yang berkesinambimgan. 
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Dalam Undang-Undang ini juga disempumakan terminologi mengenai 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, 

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Penggxma Jalan, serta pengelolaaimya. 

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis 

global yang membutuhkan ketangguhan bangsa untuk berkompetisi dalam 

persaingan global serta untuk memenuhi tuntutan paradigma baru yang 

mendambakan pelayanan Pemerintah yang lebih baik, transparan, dan 

akimtabel, di dalam Undang-Undang ini dirumuskan berbagai terobosan yang 

visioner dan perubahan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan. 

Undang-Undang ini berdasar pada semangat bahwa penyelenggaraan 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bersifat lintas sektor harus dilaksanakan 

secara terkoordinasi oleh para pembina beserta para pemangku kepentingan 

(stakeholders) lainnya. Guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks, 

Undang-Undang ini mengamanatkan dibentuknya forum Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut merupakan badan ad 

hoc yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergiskan tugas pokok dan 

fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam 
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rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta 

meningkatkan kualitas pelayanan, dan bukan sebagai aparat penegak hukimi. 

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut mempunyai tugas 

melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan 

keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, sedangkan keanggotaan forum tersebut terdiri atas unsur 

pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat. 

Untuk mempertahankan kelaikan kondisi jalan dan untuk menekan 

angka kecelakaan, dalam Undang-Undang ini telah dicantumkan pula dasar 

hukian mengenai Dana Preservasi Jalan. Dana Preservasi Jalan hanya 

digunakan khusus untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi 

jalan, yang pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan prinsip berkelanjutan, 

akuntabilitas, transparansi, keseimbangan, dan kesesuaian. Dana Preservasi 

Jalan dikelola oleh Unit Pengelola Dana Preservasi Jalan yang dibentuk oleh 

dan bertanggung jawab kepada Menteri yang membidangi jalan, yang 

pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan industri di bidang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa 

Pemerintah berkewajiban mendorong industri dalam negeri, antara lain dengan 

cara memberikan fasilitas, insentif, dan menerapkan standar produk peralatan 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengembangan industri mencakup 

pengembangan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan cara dan 

metode rekayasa, produksi, perakitan, dan pemeliharaan serta perbaikan. 
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Untuk menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas yang dirasakan sangat 

tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif 

yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan 

hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas 

pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya 

manusia. 

Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan 

jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan Kendaraan, termasuk 

pengawasan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lebih intensif. 

Upaya pengaturan meliputi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan 

modemisasi sarana dan Prasarana Lalu Lintas. Upaya penegakan hukum 

dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih 

jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas. 

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan di bidang pelayanan Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan, Undang-Undang ini mengatur pula perlakuan khusus bagi 

penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang 

sakit. Bentuk perlakuan khusus yang diberikan oleh Pemerintah berupa 

pemberian kemudahan sarana dan prasarana fisik atau nonfisik yang meliputi 

aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan. 

Untuk meningkatkan pelayanan di bidang keamanan, keselamatan, 

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, Undang-Undang ini mengatur dan 

mengamanatkan adanya Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan yang didukung oleh subsistem yang dibangun oleh setiap Lalu 
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Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu. Pengelolaan Sistem Informasi dan 

Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Pemerintah atau 

Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan, sedangkan mengenai operasionalisasi Sistem Informasi dan 

Komimikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara terintegrasi 

melalui pusat kendali dan data. 

Undang-Undang ini juga menegaskan keberadaan serta prosedur 

pelaksanaan Sistem Administrasi Manxmggal Satu Atap (SAMSAT) untuk 

menjamin kelancaran pelayanan administrasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

yang meliputi registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi 

serta Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana 

Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLL). 

Dalam rangka memajukan usaha di bidang angkutan umum, Undang-

Undang ini juga mengatur secara terperinci ketentuan teknis operasional 

mengenai persyaratan badan usaha angkutan Jalan agar mampu tumbuh sehat, 

berkembang, dan kompetitif secara nasional dan intemasional. Selanjutnya, 

untuk membuka daerah terpencil di seluruh wilayah Indonesia, Undang-

Undang ini tetap menjamin pelayanan angkutan Jalan perintis dalam upaya 

peningkatan kegiatan ekonomi. 

Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, Undang-

Undang ini mengatur persyaratan teknis dan uji berkala kendaraan bermotor. 

Setiap jenis Kendaraan Bermotor yang berpotensi menyebabkan Kecelakaan 
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Lalu Lintas dan menimbulkan pencemaran lingkungan wajib dilakukan uji 

berkala. Untuk memenuhi kebutuhan angkutan publik, dalam norma Undang-

Undang ini juga ditegaskan bahwa tanggung jawab imtuk menjamin 

tersedianya angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau 

menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dalam pelaksanaanya Pemerintah 

dapat melibatkan swasta. 

Dalam Undang-Undang ini diatur pula mengenai Manajemen dan 

Rekayasa Lalu Lintas dengan tujuan xmtuk mengoptimalkan penggunaan 

jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin keamanan, 

keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Manajemen dan Rekayasa 

Lalu Lintas tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, perekayasaan, 

pemberdayaan, dan pengawasan. Untuk menangani masalah Kecelakaan Lalu 

Lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku 

kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kemitraan 

global. 

Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dimaksud, dilakukan dengan pola 

penahapan, yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka 

panjang. Selain itu, untuk menyusun program pencegahan kecelakaan 

dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Berkaitan dengan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS) bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Undang-Undang ini 

diatur bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya PPNS agar 

selalu berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai 

14 



koordinator dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal ini 

dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta adanya 

kepastian hukum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan, antara lain Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP). 

Dalam Undang-Undang ini, pengaturan dan penerapan sanksi pidana 

diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi 

pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap 

pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana 

yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera 

bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat. 

Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai 

sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa 

peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Ketentuan 

mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau 

penyelenggara Jalan. Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan efektivitas 

penegakan hukum diterapkan sistem penghargaan dan hukuman (reward and 

punishment) berupa pemberian insentif bagi petugas yang berprestasi. 

Undang-Undang ini pada dasamya diatur secara komprehensif dan 

terperinci. Namun, imtuk melengkapi secara operasional, diatur ketentuan 

secara teknis ke dalam peraturan pemerintah, peraturan Menteri, dan peraturan 

KepaJa Kepolisian Negara Republik Lidonesia. Dengan berlakunya Undang-

Undang ini, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 
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Angkutan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk menghindari 

kekosongan hukum, semua peraturan pelaksanaan dinyatakan tetap berlaku 

sepanjang tidak bertentangan atau belimi diganti dengan yang baru berdasarkan 

Undang-Undang ini. 

B. Tindak Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 

Dalam bukvmya yang terkenal "77ie Limits of Criminal Sanction'', 

Herbert L Packer^ menyatakan bahwa hukum pidana pada dasamya didasarkan 

kepada tiga konsep yaitu pelanggaran, kesalahan dan hukuman. Adapun 

substansi hukuman yaitu: 

1) What conduct should be designated as criminal ; 

2) What determinations must be made before a person can be found to have 

comitted a criminal offences; 

3) What should be done with persons who are found to have committed 

criminal offences. 

Sejalan dengan pendapat Packer di atas, Sudarto menyatakan bahwa 

hukum pidana itu terdiri dari tiga hal pokok yaitu tentang perbuatan apa saja 

yang dilarang, tentang orang yang melanggar larangan itu dan tentang pidana 

yang diancamkan kepada si pelanggar itu. 

Tentang orang yang melanggar larangan itu, sering juga disebut dalam 

literatur hukum pidana sebagai kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. 

Hanafi misalnya menyatakan bahwa tiga masalah sentral dalam hukimi pidana 

^ Herbert L Packer, The Limits of Criminal Sanctions, Stanford University Press, California, 
1986., hal. 17 

^ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, cetakan ke-5,2007, him. 150. 
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adalah mengenai perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan 

pemidanaan. Perbuatan pidana berkaitan dengan subjek atau pelaku delik, 

pertanggungjawaban pidana berkaitan dasar imtuk menjatuhkan pidana, 

sedangkan pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada orang yang 

melakukan perbuatan pidana dengan syarat orang tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Pembagian tiga masalah sentral dalam hukum pidana itu juga dianut 

oleh Barda Nawawi Arief^ yang menyatakan bahwa pada tiga 

materi/substansi/masalah pokok dalam hukum pidana yaitu : 

1) Masalah tindak pidana; 

2) Masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana; 

3) Masalah pidana dan pemidanaan. 

Dengan demikian, maka ruang lingkup Hukum Pidana pada dasamya 

membahas tiga masalah sentral dalam hukum pidana yaitu : 

1) Tentang perbuatan apa saja yang dilarang yang kemudian lazim disebut 

dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa 

pidana dan perbuatan yang dapat dipidana. Istilah-istilah itu mempakan 

teijemahan dari istilah Strafbafeit dalam bahasa Belanda atau delic dalam 

Bahasa Latin atau criminal act dalam Bahasa Inggris. 

2) Tentang Pertanggungjawaban pidana yaitu keadaan yang membuat 

seseorang dapat dipidana serta alasan-alasan dan keadaan apa saja yang 

Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggun^awahan Pidana, Makalah dalam Jumal HUKUM lus 
Quia lustum, Edisi No. 11 Vol. 6 1999, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm.26. 

' Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta : Kencana Prenada 
Media Group, 2010. 
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membuat seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana tidak dapat 

dipidana. Istilah pertanggungjawaban pidana merupakan teijemahan dari 

Bahasa Belanda Torekeningbaar heid. 

3) Tentang Pidana itu sendiri, yaitu hukuman atau sanksi apa yang dapat 

dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan kepadanya 

dapat dianggap bertanggimgjawab. 

Adapun tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1992 adalah sebagai berikut : 

Pasal 54 

Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak 
sesuai dengan peruntukaimya, atau tidak memenuhi persyaratan teknis 
dan laik jalan, atau tidak sesuai dengan kelas jalan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 
3.000.0000,- (tigajutarupiah). 

Pasal 55 

Barangsiapa memasukkan ke dalam wilayah Indonesia atau membuat 
atau merakit kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, 
dan kendaraan khusus yang akan dioperasikan di dalam negeri yang 
tidak sesuai dengan peruntukan, atau tidak memenuhi persyaratan 
teknis dan laik jalan, atau tidak sesuai dengan kelas jalan yang akan 
dilaluinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda setinggi-
tingginya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). 

Pasal 56 

(1) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor, kereta 
gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus di jalan tanpa 
dilengkapi dengan tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling 

Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, 
2011, him. 12 
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lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,-
(dua juta rupiah). 

(2) Apabila kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) temyata 
tidak memiliki tanda bukti lulus uji, dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 
Rp. 6.000.000,- (enam juta mpiah). 

Pasal 57 

(1) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang 
tidak didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) 
dipidana dengan pidana lommgan paling lama 6 (enam) bulan atau 
denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta mpiah). 

(2) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi 
dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor, atau tanda nomor 
kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 
(2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan 
atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta mpiah). 

Pasal 58 

Barangsiapa mengemudikan kendaraan tidak bermotor di jalan yang 
tidak memenuhi persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 
(tujuh) hari atau denda setinggi-tingginya Rp. 250.000,- (dua ratus lima 
puluh ribu mpiah). 

Pasal 59 

(1) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak dapat 
menimjukkan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 
(dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000,- (dua juta 
mpiah). 

(2) Apabila pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) temyata 
tidak memiliki surat izin mengemudi, dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-
tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta mpiah). 

Pasal 60 

(1) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dalam 
keadaan tidak mampu mengemudikan kendaraan dengan wajar 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 
setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). 

(2) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak 
mengutamakan keselamatan pejalan kaki sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 
1.000.000,- (satu juta rupiah). 

Pasal 61 

(1) Barangsiapa melanggar ketentuan mengenai rambu-rambu dan 
marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, 
berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan 
maksimiun atau minimimi dan tata cara penggandengan dan 
penempelan dengan kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah). 

(2) Barangsiapa tidak menggunakan sabuk keselamatan pada waktu 
mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih, atau 
tidak menggunakan helm pada waktu mengemudikan kendaraan 
bermotor roda dua atau pada waktu mengemudikan kendaraan 
bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan 
rumah-rumah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) 
huruf e, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 
bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta 
rupiah). 

(3) Barangsiapa tidak memakai sabuk keselamatan pada waktu duduk 
di samping pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih, 
atau tidak memakai helm pada waktu menumpang kendaraan 
bermotor roda dua, atau menumpang kendaraan bermotor roda 
empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-
tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). 

Pasal 62 

Barangsiapa menggunakan jalan di luar fungsi sebagai jalan, atau 
menyelenggarakan kegiatan dengan menggunakan jalan tanpa izin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipidana dengan pidana 
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kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 
1.000.000,- (satu juta rupiah). 

Pasal 63 

Barangsiapa terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas pada waktu 
mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak menghentikan 
kendaraannya, tidak menolong orang yang menjadi korban kecelakaan, 
dan tidak melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat polisi negara 
Republik Indonesia terdekat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan 
atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). 

Pasal 64 

Barangsiapa tidak mengasuransikan kendaraan bermotor yang 
digunakan sebagai kendaraan imaum, baik terhadap kendaraan itu 
sendiri maupun terhadap kemungkinan kerugian yang akan diderita oleh 
pihak ketiga sebagai akibat pengoperasian kendaraannya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,-
(tiga juta rupiah). 

Pasal 65 

Barangsiapa tidak mengasiu-ansikan orang yang dipekerjakaimya 
sebagai awak kendaraan terhadap resiko terjadinya kecelakaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 
3.000.000,- (tiga juta rupiah). 

Pasal 66 

Barangsiapa melakukan usaha angkutan wisata sebagaimana dimaksud 
Pasal 38, atau melakukan usaha angkutan orang dan/atau barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) tanpa izin, dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-
tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). 

Pasal 67 

Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi 
persyaratan ambang batas emisi gas buang, atau tingkat kebisingan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-
tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). 
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Pasal 68 

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 
56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, 
Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 adalah pelanggaran. 

Pasal 69 

Jika seseorang melakukan lagi pelanggaran yang sama dengan 
pelanggaran pertama sebelum lewat jangka waktu satu tahun sejak 
tanggal putusan pengadilan atas pelanggaran pertama yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pidana yar^ dijatuhkan 
terhadap pelanggaran yang kedua ditambah dengan sepertiga dari 
pidana kurungan pokoknya atau bila dikenakan denda dapat ditambah 
dengan setengah dari pidana denda yang diancamkan untuk pelanggaran 
yang bersangkutan. 

Pasal 70 

(1) Surat izin mengemudi dapat dicabut untuk paling lama 1 (satu) 

tahun, apabila dilakukan: 

a. Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) 

huruf a dan huruf b, Pasal 24 ayat (1) huruf a, pasal 27 ayat (1); 

b. Tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

359, Pasal 360, Pasal 406, Pasal 408, Pasal 409, Pasal 410, dan 

pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan 

menggunakan kendaraan bermotor. 

(2) Surat izin mengemudi dapat dicabut untuk paling lama 2 (dua) 

tahun dalam hal seseorang melakukan lagi pelanggaran 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam jangka waktu 1 (satu) 

tahun sejak tanggal putusan Pengadilan atas pelanggaran terdahulu 

yang telah mempunyai kekuatan hukimi tetap. 
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C. Tindak Pidana yang Diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 

Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahim 2009 diatur 

dalam Pasal 273 sampai 317 yaitu sebagai berikut: 

Pasal 273 

(1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut 
memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu 
Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga 
menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau 
barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda 
paling banyak Rpl2.000.000,00 (dua belas juta rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 
tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta 
rupiah). 

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus 
dua puluh juta rupiah). 

(4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan 
yang rusak dan belimi diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau 
denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). 

Pasal 274 

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan 
dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau 
denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). 

(2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan 
gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 ayat (2). 

Pasal 275 

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan 
pada ftmgsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu 

23 



Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak 
Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 

(2) Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi 
Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna 
Jdan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 
(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda 
paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

Pasal 276 

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek 
tidak singgah di Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak 
Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 

Pasal 277 

Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan 
kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau 
memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta 
gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam 
negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
atau denda paling banya Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). 

Pasal 278 

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau 
lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban 
cadangan, segitiga pengaman, don^ak, pembuka roda, dan peralatan 
pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 
ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau 
denda paling paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 

Pasal 279 

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang 
dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus 
ribu rupiah). 
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Pasal 280 

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak 
dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian 
Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling 
banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 

Pasal 281 

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak 
memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat 
(1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda 
paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). 

Pasal 282 

Setiap Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh 
petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan 
atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 

Pasal 283 

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak 
wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang 
mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima 
puluh ribu rupiah). 

Pasal 284 

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak 
mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu 
rupiah). 

Pasal 285 

(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak 
memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, 
klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul 
cahaya, alat pengukur kecepatan, kanlpot, dan kedalaman alur ban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) 
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dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan 
atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu 
rupiah). 

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau 
lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca 
spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi 
badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat 
pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca 
depan, spakbor, /bimiper/, penggandengan, penempelan, atau penghapus 
kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) /juncto/ Pasal 48 
ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau 
denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 

Pasal 286 

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau 
lebih di Jalan yang tidak memenxihi persyaratan laik jalan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 2 (dua) biilan atau denda paling banyak 
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 

Pasal 287 

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang 
melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu 
Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau 
Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda 
paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang 
melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat 
Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dim^sud dalam Pasal 106 ayat 
(4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan 
atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 

(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang 
melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak 
Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 

(4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang 
melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi 
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Kendaraan yang menggunakan alat peringatan dengan bxmyi dan sinar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau 
Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan 
atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu 
rupiah). 

(5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang 
melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 
huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau 
denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 

(6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang 
melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan 
Kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda 
paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 

Pasal 288 

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang 
tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau 
surat tanda coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian 
Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 
(5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan 
atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang 
tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah Kendaraan 
Bermotor yang dikemudikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 
ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 
bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh 
ribu rupiah). 

(3) Setiap orang yang mengemudikan mobil penvraipang umirai, mobil bus, 
mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak 
dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak 
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 

Pasal 289 

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang 
duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana 

27 



kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 
(dua ratus lima puluh ribu rupiah). 

Pasal 290 

Setiap orang yang mengemudikan dan menumpang Kendaraan Bermotor selain 
Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak 
mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 106 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 
bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu 
rupiah). 

Pasal 291 

(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm 
standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 
(8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau 
denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 

(2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan 
penimipangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 
bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu 
rupiah). 

Pasal 292 

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang 
mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 
bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu 
rupiah). 

Pasal 293 

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa 
menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak 
Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 

(2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa 
menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima 
belas) hari atau denda paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). 
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Pasal 294 

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok 
atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penimjuk arah atau 
isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak 
Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 

Pasal 295 

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan 
berpindahlajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 
(dua ratus lima puluh ribu rupiah). 

Pasal 296 

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara 
kereta api dan Jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang 
pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada syarat lain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima 
puluh ribu rupiah). 

Pasal 297 

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 
(tigajutarupiah). 

Pasal 298 

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak memasang 
segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat 
berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 121 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) 
bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 

Pasal 299 

Setiap orang yang mengendarai Kendaraan Tidak Bermotor yang dengan 
sengaja berpegang pada Kendaraan Bermotor untuk ditarik, menarik benda-
benda yang dapat membahayakan Pengguna Jalan lain, dan/atau menggunakan 
jalxir jalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, huruf b. 
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atau huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari 
atau denda paling banyak Rpl00.000,00 (seratus ribu rupiah). 

Pasal 300 

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling 
banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setiap pengemudi 
Kendaraan Bermotor Umum yang: 
a) Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan 

lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf c; 

b) Tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau 
menurunkan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) 
huruf d; atau 

c) tidak menutup pintu kendaraan selama Kendaraan berjalan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 124 himif e 

Pasal 301 

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor angkutan barang yang 
tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus 
lima puluh ribu rupiah). 

Pasal 302 

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang 
yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, 
menvirunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati 
jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan 
atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 

Pasal 303 

Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang 
kecuali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat 4 huruf a, 
himif b, dan huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 
bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu 
rupiah). 

Pasal 304 

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan angkutan orang dengan tujuan 
tertentu yang menaikkan atau menurunkan Penumpang lain di sepanjang 
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perjalanan atau menggunakan Kendaraan angkutan tidak sesuai dengan 
angkutan imtuk keperluan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling 
banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 

Pasal 305 

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengangkut 
barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan 
keselamatan, pemberian tanda barang, Parkir, bongkar dan muat, waktu operasi 
dan rekomendasi dari instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 
(lima ratus ribu rupiah). 

Pasal 306 

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak 
dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 168 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan 
atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 

Pasal 307 

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum 
Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya 
angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling 
banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 

Pasal 308 

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling 
banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang 
mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang: 
a) Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (I) huruf a; 
b) Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b; 
c) Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat 

berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau 
d) Menyimpang dari izin yang ditentukan sebagmmana dimaksud dalam Pasal 

173. 
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Pasal 309 

Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk 
penggantian kerugian yang diderita oleh Penumpang, pengirim barang, atau 
pihak ketiga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dipidana dengan pidana 
kvirungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 
Rpl.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). 

Pasal 310 

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena 
kelalaiaimya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan 
Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat 
(2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau 
denda paling banyak Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah). 

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka 
ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta 
rupiah). 

(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka 
berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) tahxm dan/atau denda paling banyak 
Rpl2.000.000,00 (dua belas juta rupiah). 

Pasal 311 

(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor 
dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda 
paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 
Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). 
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(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan 
Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat 
(3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 
atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). 

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua 
puluh juta rupiah). 

(5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan 
orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua 
puluh empat juta rupiah). 

Pasal 312 

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, 
tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas 
kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahim atau denda paling 
banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). 

Pasal 313 

Setiap orang yang tidak mengasuransikan awak Kendaraan dan penumpangnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rpl.500.000,00 (satu 
juta lima ratus ribu rupiah). 

Pasal 314 

Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas 
dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau 
ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas. 

Pasal 315 

(1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum, 
pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Perusahaan Angkutan 
Umum dan/atau pengurusnya. 
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(2) Dalam hal tindak pidana lalu lintas dilakukan Perusahaan Angkutan 
Umum, selain pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dijatuhkan pula pidana denda paling banyak 
dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal 
dalam Bab ini. 

(3) Selain pidana denda, Pen^ahaan Angkutan Umum dapat dijatuhi pidana 
tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin trayek atau 
izin operasi bagi kendaraan yang digunakan. 

Pasal 316 

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), 
Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 
283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, 
Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 
296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, 
Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 
309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), 
Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan. 

Pasal 317 

Dalam hal nilai tukar mata uang rupiah mengalami penurunan, besaran nilai 
denda sebagaimana dimaksud dalam Bab X X dapat ditetapkan dengan 
peraturan pemerintah. 

D. Kelemahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan Kelebihan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Dari pasal-pasal tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa pasal 

penting yang baru antara lain: 

Pertama, Menurut Pasal 281, apabila pengendara kendaraan bermotor 

tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) bisa dikenakan denda paling 

banyak Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah). Atau di pidana kurungan paling 

lama 4 bulan. 
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Kedua, Mengemudi Tidak Konsentrasi, yaitu pengendara yang 

menelpon sambil mengendarai motor/mobil bisa kena sanksi pasal 283, 

menurut pasal ini bagi yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 

secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu 

keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan 

dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling 

banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). 

Ketiga, mengenai kelengkapan motor/mobil. Bagi pengendara roda dua 

di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi 

kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat 

pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban, 

mengacu pada Pasal 285 dapat dikenai denda paling banyak Rp250.000,00 

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 bulan. 

Keempat, Rambu dan Marka. Dalam Pasal 287 Pengendara motor di 

Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan 

Rambu Lalu Lintas sebagaimana dapat dipidana dengan pidana kurungan 

paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu 

rupiah). 

Kelima, kealpaan membawa STNK sebagaimana diatur dalam Pasal 

288, setiap pengendara roda dua di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat 

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau surat tanda coba Kendaraan Bermotor 

yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana 
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dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling 

banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 

Keenam, Helm Standard Buat Penumpang dan Pengemudi. Selalu pakai 

helm SNI saat mengendarai sepeda motor, baik pengemudi maupun 

penvmipang motor. Karena menurut Pasal 291, bagi setiap pengemudi dan 

penumpang Sepeda Motor yang tidak mengenakan helm standar nasional 

Indonesia (SNI) dipidana dengan pidana kurungan paling lama sebulan atau 

denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 

Ketujuh, Menyalakan Lampu Utama Malam atau Siang Hari. Menurut 

Pasal 293, karena jika Anda tidak menyalakan lampu utama pada motor Anda 

di malam hari, Anda bisa dikenakan dipidana dengan pidana kurungan paling 

lama sebulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh 

ribu rupiah). Bila sebelumnya ligh on disiang hari hanya dianjurkan, sekarang 

diwajibkan. Jika tidak menyalakan lampu utama di siang hari dipidana dengan 

pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rpl00.000,00 

(seratus ribu rupiah). 

Kedelapan, Belok Kiri Boleh Langsung. Menurut UU No. 22 / 2009 

Pasal 112, Pengemudi Kendaraan dilarang langsimg berbelok kiri, kecuali 

ditentukan lain oleh Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas. 

Bagi yang melanggar akan ditilang dan dikenakan denda sebesar 250 ribu 

rupiah. 
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Adapun kelemahan UU No. 14 Tahun 1992 sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Mailinda Eka Yuniza" adalah sebagai berikut: 

1) UU No. 14 tahun 1992 mengutamakan sentralisasi 

2) UU No. 14 Tahun 1992 tidak lagi sejalan dengan berbagai undang-imdang 

lain seperti UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, UU No. 38 Tahun 

2004 tentang Jalan, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 

3) UU No. 14 Tahun 1992 tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 

terhadap pelayanan yang efisien dengan biaya murah. 

4) Perubahan tingkat mobilitas sosial ekonomi masyarakat dengan 

menggunakan sarana kendaraan belimi diikuti kecukupan jaringan lalu lintas 

dan angkutan jalan yang terintegrasi dengan jaringan angkutan lainnya yaitu 

laut dan udara. 

5) Masih kurangnya aspek koordinasi antar lembaga 

6) Ketidaktegasan mengatur keberadaan pelabuhan laut, pelabuhan udara 

sebagai bagian dari sistem lalu lintas dan angkutan jalan. 

Adapun perubahan yang dilakukan oleh UU No. 22 Tahun 2009 adalah: 

1) UU No. 22 Tahun 2009 telah mengakomodir kekurangan UU No. 14 Tahun 

1992 yang tidak memperhatikan pengintegrasian transportasi jalan nasional, 

jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota; 

2) UU No. 22 Tahim 2009 juga sudah mengatur pembagian kewenangan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

" Mailinda Eka Yuniza, "Perbandingan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan Dengan Rancangan Undang-Undang Repubik Indonesia tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan", dalam Jumal Mimbar Hukum Volume 21 Nomor 2, Juni 2009. 
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3) UU No. 22 Tahun 2009 telah mengalihkan kewenangan pengujian 

kendaraan bermotor pendaflaran kenadaraan bermotor dan pemeriksaan 

kendaraan bermotor di jalan yang semula dilakukan oleh kepolisian kepada 

pejabat fungsional lainnya; 

4) UU No. 22 Tahun 2009 juga mengatur tentang penghapusan kendaraan 

bermotor 

5) Juga mengatur beberapa hal baru tentang SIM berbentuk SIM elektronik, 

SIM sementara. 

6) Mengatur peran serta masyarakat yang belum diatur dalam UU No. 14 

Tahun 1992. 

38 


